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Abstract: The purpose of this study is to investigate and analyze whether the skills , discipline and 
hospitality officers and significant effect on the performance of the One Stop Service Office North 
Aceh .The method of analysis used in this study is a quantitative method with regression testing. Validity 
test, reliability test. Independet variable in this study is a Skill, Discipline and Hospitality Officer. 
Dependent variable is the performance One Stop Service Office North Aceh . The Population in this 
study is the license applicant , with purposive sampling obtained a sample of 100 peoples .Results of 
research conducted by F test ( α = 0.000 ) proved that simultaneous discipline skills and hospitality 
officers significantly affect the performance of the One Stop Service Office North Aceh. Results of 
research conducted by t test partially proved that skill has a positive and significant impact on the 
performance ( α = 0.000 ) . Discipline has a positive and significant impact on the performance ( α = 
0.001 ) and hospitality workers have a positive and significant impact on the performance ( α = 
0.000 ) .For the One Stop Service Office North Aceh expected results of this study can be useful in 
making management decisions to improve organizational performance .  
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui dan menganalisa apakah keterampilan, 
disiplin dan keramahan petugas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda. Uji validitas, uji reliabilitas. Variabel independen 
dalam penelitian ini adalah keterampilan, disiplin dan keramahan petugas. Variabel dependen adalah 
kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat pemohon izin, dengan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 100 orang. 
Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji F (α=0,000) membuktikan bahwa secara simultan 
keterampilan, disiplin dan keramahan petugas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t 
membuktikan bahwa secara parsial keterampilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja (α=0,000). Disiplin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (α=0,001) dan 
keramahan petugas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (α=0,000). Bagi Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
dalam pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
 




Beberapa penyebab kinerja pelayanan  buruk tersebut adalah pertama, tidak 
ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat diskresi atau 
pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik, yang ditandai dengan tingkat 
ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan 
dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi 






Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku dan tidak inovatif sehingga tidak mampu 
mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga, budaya 
paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas 
utama, bukan kepentingan masyarakat. 
Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah 
merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini dijadikan alat ukur 
menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah. Begitu juga halnya 
di daerah, masalah pelayanan publik sudah menjadi program pemerintah yang harus 
secara terus menerus ditingkatkan pelaksanaannya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah 
disebutkan bahwa salah satu tujuan pemberian otonomi  kepada daerah adalah untuk 
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.  
Disisi lain, adanya pembuatan  metode/sistem pelayanan publik tidak otomatis 
mengatasi masalah yang terjadi, sebab dari hari ke hari keluhan masyarakat bukannya 
berkurang bahkan semakin sumbang terdengar. Ruang publik yang tersedia dimedia 
massa dipenuhi dengan pernyataan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan 
pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa misi pemerintah yaitu sebagai public 
services masih belum memenuhi harapan masyarakat. 
Dalam kenyataannya sehari-hari sering kita melihat dan menemukan, atau 
mengalami sendiri, organisasi pemerintahan yang cara kerjanya kurang efektif dan 
kurang efesien, petugasnya kurang disiplin dan kurang bertanggungjawab, bekerja 
cukup lambat, dan lain-lain. Dengan sikap yang seperti ini akan menghambat 
kebijaksanaan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem pelayanan yang mudah, 
murah dan cepat serta pemerintah yang bersih dan berwibawa. 
Melihat kenyataan yang ada, kondisi tersebut diatas, dimana aspek pelayanan 
merupakan bagian integral dalam strategi pengembangan tugas dan fungsi 
pemerintahan, untuk itu aspek perhatian terhadap kualitas pelayanan publik 
merupakan parameter dari keberhasilan birokrasi dalam pemuasan publik. Prospektus 
strategi pengembangan pemerintahan kedepan merupakan implementasi yang berpijak 
pada kualitas pelayanan. Konsep pelayanan terhadap masyarakat merupakan satu 
konsep dinamis yang sudah seharusnya mendapat perhatian dan kajian tersendiri 






            
 
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merespon positif dan menganggap suatu 
tantangan yang harus ditangani pasca otonomi daerah dengan memberikan pelayanan 
dan kesejahteraan yang semakin baik pada masyarakat dengan mengedepankan aspek 
demokrasi, keadilan dan pemerataan serta kepastian berusaha sesuai semangat 
otonomi melalui sistem pelayanan satu pintu (one stop service) dengan harapan 
mampu dan memiliki keunggulan yang kompetitif atau kemudahan dalam memberikan 
pelayanan perizinan. 
Sejak terbentuk April 2010, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh 
Utara dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan teknis di  bidang 
pelayanan perizinan kepada masyarakat belum sesuai dengan harapan. Indikasi ini 
dapat dilihat dari waktu penyelesaian pelayanan perizinan untuk beberapa jenis 
pelayanan perizinan yang diberikan belum dapat diselesaikan sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Ditemui juga fenomena adanya oknum petugas yang 
tidak disiplin dalam memberikan pelayanan (jaminan waktu pelayanan), tidak ramah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ada beberapa masyarakat yang 
menyatakan belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan, disiplin dan keramahan petugas 
terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara 
baik secara parsial maupun simultan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan terhadap kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. 
3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. 
4. Untuk mengetahui pengaruh keramahan petugas terhadap kinerja Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. 
 
Kegunaan Penelitian 
Secara teoritis,  sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti yang 






praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang berguna bagi 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. 
KAJIAN  KEPUSTAKAAN 
Konsep Kinerja Organisasi 
Kinerja organisasi memiliki banyak macam pengertian, namun penulis 
mengadaptasi salah satu teori kinerja organisasi dari Ghosh dan Mukherjee (2006: 1) 
yang mendefinisikan kinerja organisasi, sebagai berikut: 
Performance is the final result of all activities. In evaluating performance, the emphasis is on 
assessing the current behavior of the organization in respect to its efficiency and effectiveness. 
The appropriate performance measurement tool should be: relevant to the strategic goals of 




Kinerja organisasi ini menjelaskan bahwa kinerja ditekankan pada hasil akhir 
dari keseluruhan proses aktivitas. Kinerja organisasi diarahkan pada kondisi terkini 
dari sebuah organisasi untuk mengetahui sejauh mana organisasi telah berada pada 
tataran yang efektif dan efisien. Untuk itu, apabila organisasi melakukan pengukuran 
kinerja, maka hal itu seharusnya mengedepankan terpenuhinya aspek relevansi ukuran 
kinerja dengan strategi organisasi, fokus terhadap output dan dapat diferivikasi. 
Relevansi kinerja dengan strategis organisasi menurut Lijan Poltak Sinambela 
(2006:6) berkaitan dengan segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau 
kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). 
Bernardin dan Russel (1993 : 379) dalam Keban (2004 : 192) mengartikan 
kinerja sebagai therecord of outcomes produced on a specified job function or activity 
during a specified time period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua 
pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh 
setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. 
Instansi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan publik pada 
dasarnya berupa pemberian kepuasan pada masyarakat. Pencapaian kepuasan 
masyarakat ini menuntut kinerja instansi pemerintah berupa kualitas pelayanan 
(Sinambela, 2006:6) yang tercermin dari: 
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 






            
 
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi 
dan efektivitas; 
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan masyarakat; 
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari 
aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-
lain; 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 
 
Jika dihubungkan dengan pelayanan publik, kinerja instansi pemerintah 
merupakan kualitas pelayanan birokrat yang diberikan kepada masyarakat. 
Pengukuran kinerja organisasi perlu dipersiapkan secara tepat dengan memperhatikan 
segala dimensi baik finansial maupun non finansial. Pertimbangannya adalah bahwa 
masalah yang dihadapi organisasi sangat kompleks. 
Pengelolaan kinerja tidak sebatas alat untuk mengevaluasi kinerja organisasi 
tetapi sebagai strategi untuk menilai dan memotivasi peningkatan kinerja. 
Keberhasilan pengelolaan kinerja ditentukan oleh sistem penilaian yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif.  
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 
Kinerja merupakan suatu konstruksi multi dimensional yang mencakup banyak 
faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu 
organisasi sektor publik, (Mahmudi, 2005; 21) adalah : 
a. Faktor personal/individual, meliputi pengetahuan, keterampilan (skill), 
kemampuan, kepercayaan diri, disiplin diri, motivasi, keramahan dan 
kesopanan serta komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;  
b. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, 






c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 
rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 
kekompakan dan keeratan anggota tim; 
d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 
diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja organisasi; 
e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 
lingkungan eksternal dan internal. 
 
Selanjutnya menurut Ruky (2001:7) kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja organisasi : 
1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 
untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 
Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 
tingkat kinerja organisasi tersebut. 
2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 
ruangan dan kebersihan. 
4. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 
agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. 
5. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 
imbalan, promosi dan lainnya. 
 
Pendapat lain, Keith Davis dalam Mangkunegara (2005:13) mengemukakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah : 
1. Faktor kemampuan. Ability secara psikologis, kemampuan ability terdiri 
dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality knowledge + skill. 
Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ Superior, very superior, 
gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan 
terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah 
menjalankan kinerja maksimal. 
2. Faktor motivasi. Motivasi diartikan sebagai suatu sikap attitude pimpinan 





            
 
Mereka yang bersikap positif pro terhadap situasi kerjanya akan 
menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berfikir 
negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan pada motivasi kerja 
yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas 
kerja, iklim dan budaya kerja, kebijakan dan gaya kepemimpinan, dan 
prestasi kerja 
 
Untuk itu  agar penerapan Good Governance dapat memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan kinerja organisasi publik ada beberapa hal dapat dilakukan 
antara lain : 
1. Penetapan Standar Pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang 
sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan 
suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan 
dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan 
harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. 
Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi 
jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, 
perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana 
dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan 
memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, 
tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung 
terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan 
adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber 
daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan 
yang akan ditanganinya. 
2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP). Untuk 
memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten 
diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, 
maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit 
pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat 






3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan. Untuk menjaga kepuasan 
masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian 
kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, 
kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang 
diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan 
masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti 
penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;  
4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan. Pengaduan masyarakat 
merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara 
pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain 
suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien 
mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi 
perbaikan kualitas pelayanan; Sedangkan dari sisi makro, peningkatan 
kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-
model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat 
pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private 
untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah 
banyak diperkenalkan antara lain contracting out, dalam hal ini pelayanan 
publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah 
memegang peran sebagai pengatur; franchising, dalam hal ini pemerintah 
menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik 
tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga 




Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan 
oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (petugas 
pemerintah), dengan ciri sebagai berikut:  






            
 
b. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 
pelayanan; 
c. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengenai:  
- Prosedur/ tata cara pelayanan;  
- Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 
administratif;  
- Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan; 
- Rincian biaya/ tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; dan  
- Jadwal waktu penyelesaian pelayanan; 
d. Keterbukaan, artinya prosedur/ tata cara persyaratan, satuan kerja/ pejabat 
penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/ 
tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib 
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakat baik diminta maupun tidak diminta; 
e. Efisiensi, artinya:  
- Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung 
dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 
keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang 
berkaitan;  
- Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses 
pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya 
kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang 
terkait; 
f. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 
masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 
g. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa 
yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani; 
h. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, 
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa 






Prinsip Pelayanan Publik 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan 
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, 
Undang-Undang Dasar 1945  mengamanatkan kepada negara agar memenuhi 
kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu 
sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan 
pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ 
negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). 
Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan 
bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk 
memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan 
pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya 
manusia petugas yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan 
dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, 
seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, 
biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang 
kurang responsif dan lain-lain sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap 
citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan 
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi 
mewujudkan pelayanan publik yang prima.  
Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
63/KEP/M.PAN/7/2003tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik menyatakan 
bahwa yang dimaksud dengan hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban petugas pemerintah 
sebagai abdi masyarakat.  
Dalam keputusan tersebut, untuk dapat memberikan pelayanan yang 
memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-
asas pelayanan sebagai berikut:  
a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 






            
 
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas;  
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat;  
e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 
ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;  
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
 
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus 
memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:  
a. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan;  
b. Kejelasan. Kejelasan ini mencakup beberapa hal penting bagi masyarakat, 
seperti: persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja/ 
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam 
pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 
pembayaran;  
c. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan dan diinformasikan kepada masyarakat;  
d. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah 
sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan peruntukannya;  
e. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 
dan kepastian hukum bagi para stakeholder;  
f. Tanggungjawab. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan 






g. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana 
kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika);  
h. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakatdan dapat memanfaatkan 
teknologi telekomunikasi dan informatika;  
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas;  
j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
tuang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 
yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan serta tempat parkir, 
toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
 
Kemampuan dan Keterampilan Petugas  Pelayanan Publik 
 Sumber daya manusia adalah aset organisasi. Manusia adalah pelaku aktif dan 
dominan dalam setiap aktifitas organisasi, manusia menjadi perencana, pelaku, dan 
penentu terwujudnya tujuan organisasi. 
 Stephen P. Robbins (2006:51-56) mendefinisikan kemampuan (ability) sebagai 
kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Oleh 
Robbins, kemampuan dibedakan atas kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 
Kemampuan intelektual adalah kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
mental sedangkan kemampuan fisik adalah kapasitas untuk menjalankan tugas yang 
menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik serupa. 
Lebih lanjut, Robbins menjelaskan bahwa setiap jenis pekerjaan membutuhkan 
kesesuaian dengan kemampuan tertentu agar dapat berhasil dalam pelaksanaannya.  
 Berbeda dengan Robbins, Keith Davis (Mangkunegara, 2000:67) merumuskan 
kemampuan (ability) sebagai kapasitas dalam melaksanakan pekerjaan yang 
dipengaruhi oleh pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill). Ability dan 
motivation adalah kombinasi yang menghasilkan prestasi individu (human 
perfomance) atau kinerja individu. Motivation dipengaruhi oleh faktor sikap (attitude) 
dan situation. 





            
 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini penting 
bukan saja untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan 
dengan bidang manajerial, fungsional, atau teknis operasional tetapi sekaligus untuk 
pengembangan perilaku yang relevan dengan bidang kerja. 
 Watson Wyatt (dalam Fuad & Gofur Ahmad, 2009: 19-21) mendefinisikan 
kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan kerja yang didukung oleh 
keterampilan (skill). Keterampilan dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk 
mencapai tujuan organisasi yang merupakan kontribusi pribadi karyawan terhadap 
organisasinya. Pendapat yang sama juga dikemukan oleh Nevizond Chatab (2007:93-
94,102) yang menyebutkan keterampilan sebagai faktor utama yang menggerakkan 
perilaku individu untuk mencapai kinerja organisasi. 
Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa menurut Brown ada tiga jenis 
kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas pelayanan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yaitu pertama, kemampuan teknis (technical skill), yaitu 
kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diperoleh dari pengalaman, training, dan 
pendidikan. Kedua, kemampuan sosial (social/human skill), kemampuan dan kata 
putus (judgment) dalam pekerja dengan melalui orang lain, mencakup pemahaman 
tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. Ketiga, kemampuan 
konseptual (conceptual skill), kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi 
dan penyesuaian bidang unit kerja masing-masing ke dalam organisasi. Kemampuan 
ini memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan tujuan organisasi secara 
menyeluruh dari pada hanya atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompok sendiri  
(Brown dalam Kurniawan, 2005:85). 
Berdasarkan pendapat di atas, petugas penyelenggara pelayanan harus 
memiliki kemampuan secara teknis yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, 
metode dan teknik serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya 
selain kemampuan secara teknis petugas penyelenggara pelayanan dituntut memiliki 
kemampuan untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan tugas dan mampu 
untuk memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang unit kerja masing-
masing ke dalam organisasi. Kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindak 
selaras dengan tujuan organisasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan 







Berkaitan dengan hal diatas, dalam birokrasi pembangunan, petugas dituntut 
untuk memiliki kualifikasi atau kompetensi yang memungkinkan keberhasilan 
tugasnya. Kualifikasi ini meliputi kualifikasi internal yang mencakup kemampuan 
untuk menggunakan sumber daya, sarana, teknologi yang diperlukan untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi yang ditugaskan (kemampuan tehnis).   
Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang memadai akan memungkinkan 
petugas untuk memahami dan merumuskan masalah, kebutuhan dan dinamika 
masyarakat yang dilayani sehingga mampu menciptakan bentuk-bentuk pelayanan 
yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, petugas dituntut untuk 
mampu menempatkan diri dalam masyarakat dan mempunyai jalur-jalur hubungan 
pada masyarakat yang akan menggunakan pelayanan yang tersedia. 
 
 Kedisiplinan Petugas Pelayanan Publik 
Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
juga dipengaruhi oleh kedisiplinan aparat pemerintah yang memberikan pelayanan. 
Disiplin tersebut dapat dilihat dalam bentuk penyelesaian tugas secara cepat dan tepat 
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Menurut Moenir (2006:125) kedisiplinan petugas pelayanan dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah disiplin dalam pelaksanaan tugas 
dan pekerjaan terdiri atas dua bentuk disiplin, yaitu disiplin waktu dan disiplin 
perbuatan, kedua bentuk disiplin itu menyatu dalam perwujudan kerja. Ada disiplin 
waktu tidak ada disiplin perbuatan, tidak akan ada disiplin dalam hal waktu akan 
mengecewakan, karena kedua bentuk disiplin harus ditegakan bersama. 
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Gordon dan Watkins disiplin 
merupakan suatu kondisi atau sikap yang ada pada semua anggota organisasi yang 
tunduk dan taat pada aturan organisasi (Gordon dan Watkins dalam Moenir, 2006:94). 
Hal ini berarti bahwa kedisiplinan yang perlu ditegakan oleh setiap petugas meliputi 
disiplin waktu dan disiplin perbuatan agar tunduk dan taat pada aturan yang berlaku.  
Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 129) memberikan pengertian disiplin 
kerja yang lebih difokuskan pada disiplin kerja pegawai yaitu dua macam bentuk 





            
 
1. Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai 
mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 
mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 
digariskan oleh organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang 
berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada 
dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih 
mudah menegakkan disiplin kerja. 
2. Disiplin kerja korektif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai 
dalam menyatukan suatu aturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 
peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 
Disiplin tidak semata-mata untuk menerapkan aturan kaku yang ditetapkan dan 
disepakati, tetapi adalah suatu yang diperlukan guna mendukung keteraturan 
organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini Anwar (2000 :131) menyebutkan 
disiplin yang ditetapkan bertujuan untuk: 
1. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai; 
2. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan perilaku; 
3. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik; 
4. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap 
perbuatannya. 
Dengan demikian, disiplin itu adalah suatu bentuk ketaatan kepada aturan-
aturan baik aturan tertulis maupun yang tidak tertulis atau disiplin terkandung dalam 
penerimaan ketentuan-ketentuan tentang kelakuan tersebut secara sukarela, dalam hal 
mentaati standar-standar serta peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk kepentingan 
semua pihak. 
Disiplin harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktek 
penyelenggaraan pemerintahan, dan kita sadari bersama bahwa  tugas pelayanan 
publik itu sendiri merupakan salah satu tugas pokok dari Pemerintah. Dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara telah mengisyaratkan 
bahwa disiplin harus dapat mewarnai perilaku aparatur negara dalam rangka 
peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang 
berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 






Kebijakan atau langkah untuk mengembangkan dan mewujudkan disiplin di 
bidang pelayanan publik sudah banyak dilakukan dengan berbagai macam cara atau 
metode, antara lain salah satu cara menurut Erwan Agus Purwanto (2005) dalam 
makalahnya yang berjudul Pelayanan Publik Partisipatif dalam Agus Dwiyanto (2005) 
adalah dengan mengembangkan Citizen’s Charter atau Cient ’s Charter (Kontrak 
Pelayanan), yaitu adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan 
masukan pelanggan, dan penyelenggara/pemberi layanan berjanji untuk memenuhinya. 
Citizen ’s Charter  adalah suatu pendekatan dalam memberikan pelayanan 
publik yang menempatkan pengguna layanan atau pelanggan sebagai pusat perhatian. 
Ini berarti, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi perhatian 
utama dalam proses pelayanan. Citizen ’s Charter ini pada dasarnya merupakan suatu 
bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggarakan pelayanan publik dimana para 
pemberi dan pengguna layanan, serta pihak yang berkepentingan (stakeholders) sama-
sama membuat dan menyepakati suatu kontrak pelayanan menyangkut peraturan dan 
atau prosedur, waktu, biaya, dan cara pelayanan. 
 
Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan Publik 
Dalam memberikan layanan yang memuaskan, haruslah dilakukan dengan 
sopan, tutur kata yang bersahabat, mudah dimengerti dan adanya petunjuk bagi orang 
yang dilayani. Hakikatnya kesopanan itu demikian sudah menjadi norma dalam 
masyarakat dalam bentuk sopan-santun dan penghormatan kepada yang lain. 
Kesopanan dan keramahan menyangkut kepribadian yang dimiliki oleh 
petugas yang melayani. Ukuran kesopanan sangat relatif tergantung pada daerah atau 
budaya yang berlaku. Yang pasti petugas harus menunjukkan rasa hormat kepada yang 
dilayaninya. Penilaian kepribadian bisa diamati  sejauhmana  petugas mempunyai 
karakter yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan 
Menurut Ratminto (2006:227), kesopanan dan keramahan petugas pelayanan 
merupakan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.  
Berdasarkan pendapat di atas bahwa kesopanan dan keramahan petugas 
pelayanan perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena 
petugas pelayanan merupakan pelayan dari masyarakat  serta keduanya harus saling 





            
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Analisa Regresi 
Dari hasil analisis regresi dengan bantuan SPSS, dapat dilihat pada output moddel 
summary dan disajikan sebagai berikut: 
 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,935. Hal ini menunjukkan 
bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara keterampilan, disiplin dan keramahan 
terhadap kinerja. 
 
Analisis Determinasi (R2) 
  Dari hasil analisis regresi, lihat pada output moddel summary dan disajikan 
sebagai berikut : 
 
 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,874 atau 
(87,4%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel 
independen (keterampilan, disiplin dan keramahan) terhadap variabel dependen 
(kinerja) sebesar 87,4% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 
(keterampilan, disiplin dan keramahan) mampu menjelaskan sebesar 87,4% variasi 
variabel dependen (kinerja). Sedangkan sisanya sebesar 12,6% dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam  model penelitian ini. 
Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti  pada tabel   
Analisis Regresi (R) 
Model Summary 
Model 
R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
 
1 ,935a ,874 ,870 1,101 
a. Predictors: (Constant), Keramahan , Disiplin , Keterampilan  








Std. Error of the 
Estimate 
 1 ,935
a ,874 ,870 1,101 






berikut ini :  
 
 
Karena F hitung > F tabel (222,153 > 2,70), maka Ho ditolak, artinya ada 
pengaruh secara signifikan antara  keterampilan, disiplin dan keramahan petugas 
secara bersama-sama terhadap terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Aceh Utara.  
Dari hasil analisis regresi mengunakan  SPSS output sebagai berikut: 
 
 
Oleh karena nilai t hitung > t tabel  maka Ho ditolak, artinya secara parsial ada 
pengaruh signifikan antara keterampilan dengan kinerja,  disiplin dengan kinerja dan 
keramahan petugas dengan kinerja. 
Analisis Koefisien Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.15 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,938 1,430  3,453 ,001 
Keterampilan  ,504 ,119 0,385 4,232 ,000 
Disiplin  ,349 ,100 0,257 3,484 ,001 
Keramahan  1,348 ,067 1,076 20,115 ,000 
a. Dependent Variable: Kinerja  
ANOVAb 
Model Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 807,276 3 269,092 222,153 ,000a 
Residual 116,284 96 1,211   
Total 923,560 99    
a. Predictors: (Constant), Keramahan , Disiplin , Keterampilan  
b. Dependent Variable: Kinerja  






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,938 1,430  3,453 ,001 
Keterampilan  ,504 ,119 ,385 4,232 ,000 
Disiplin  ,349 ,100 ,257 3,484 ,001 
Keramahan  1,348 ,067 1,076 20,115 ,000 





            
 
 
Berdasarkan pada tabel 4.15 diatas, maka didapat persamaan regresi linear 
berganda sebagai berikut : 
Y = 0,385 X1 + 0,257X2 + 1,076X3 
Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Nilai 0,385 pada variabel keterampilan (X1) adalah bernilai positif sehingga 
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat keterampilan petugas 
pelayanan maka akan semakin meningkat kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Koefisien regresi tersebut 
mencerminkan bahwa kenaikan 1 (satu) unit keterampilan akan 
meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Aceh Utara sebesar 0,385 unit pada satu unit. 
2. Nilai 0,257 pada variabel disiplin (X2) adalah bernilai positif sehingga 
dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin petugas pelayanan 
maka akan semakin meningkat kinerja Kantor Pelayanan Perizian Terpadu 
Kabupaten Aceh Utara. Koefisien regresi tersebut mencerminkan bahwa 
kenaikan 1 (satu) unit disiplin akan meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,257 unit pada satu  
unit. 
3. Nilai 1,076 pada variabel keramahan petugas (X3) adalah bernilai positif 
sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat keramahan petugas 
pelayanan maka akan semakin meningkat kinerja Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Koefisien regresi tersebut 
mencerminkan bahwa kenaikan 1 (satu) unit keramahan petugas akan 
meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Aceh Utara sebesar 1,076 unit pada satu unit. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan, disiplin dan 
keramahan mempengaruhi kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa semua 






disiplin dan keramahan petugas berpengaruh secara signifikan simultan 
dan parsial. 
2. Faktor keramahan petugas merupakan faktor yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai standardized 
coefficients yang menunjukkan bahwa faktor keramahan petugas memiliki 
nilai paling tinggi dibanding keterampilan dan disiplin. 
 
Saran-saran 
1. Untuk dapat menciptakan kinerja organisasi yang tinggi, maka Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara harus benar-benar 
memperhatikan faktor keterampilan, disiplin dan keramahan petugas 
pelayanan. 
2. Faktor keterampilan, disiplin adalah faktor yang tidak dominan 
mempengaruhi kinerja organisasi, untuk itu Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Aceh Utara hendaknya lebih menekankan  pada faktor 
tersebut sebagai salah satu strategi untuk lebih meningkatkan kinerja 
organisasi sehingga masyarakat pemohon izin mendapatkan manfaat yang 
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